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ABSTRACT

The narrative of zakat and waqf as key instruments for poverty alleviation is often utopian and ignores
structural realities. This article deconstructs the effectiveness of zakat and waqf in Indonesia and Malaysia
by highlighting the gap between theoretical potential and actual realization. Using the Systematic
Literature Review (SLR) method and the latest statistical data analysis (2020-2025), the study found that
the contribution of zakat to the reduction of the national poverty rate in Indonesia only ranges from 1.44%
to 2.28%. The main failures are recorded in institutional inefficiencies, as seen in the low Allocation to
Collection Ratio (ACR), a crisis of public trust in management, and the phenomenon of “idle land” in waqf
assets that accumulate without productivity. The practical impact shows that zakat and waqf interventions
are often palliative, providing temporary assistance that does not break the mechanism of poverty
reproduction, and risk perpetuating dependency (dependency trap) for mustahik. This article asserts that
without radical managerial reform, increased accountability, transparency, and strategies for the
productive use of waqf assets, both instruments will remain far from their redistributive potential. Policy
recommendations are directed at management reform, data integration, and socio-economic investment
models to achieve more substantive impact. The study also encourages cross-sector coordination, capacity
building for managers, evidence-based monitoring and evaluation mechanisms, and legal framework
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updates as prerequisites for realizing the distributive potential of zakat and waqf as well as pro-inclusive
national fiscal policies.

Keywords: Zakat, Productive Waqf; Structural Poverty; Institutional Inefficiency; Santri

Abstrak

Narasi tentang zakat dan wakaf sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan kerap bersifat utopis dan
mengabaikan realitas struktural. Artikel ini mende-konstruksi efektivitas zakat dan wakaf di Indonesia dan
Malaysia dengan menyoroti jurang antara potensi teoretis dan realisasi aktual. Menggunakan metode
Systematic Literature Review (SLR) dan analisis data statistik terbaru (2020-2025), studi menemukan
bahwa kontribusi zakat terhadap penurunan angka kemiskinan nasional di Indonesia hanya berkisar antara
1,44% hingga 2,28%. Kegagalan utama tercatat pada inefisiensi kelembagaan yang terlihat dari rendahnya
Allocation to Collection Ratio (ACR), krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan, serta fenomena
“tanah tidur” pada aset wakaf yang menumpuk tanpa produktivitas. Dampak praktisnya menunjukkan
bahwa intervensi zakat dan wakaf sering kali bersifat paliatif, memberi bantuan sementara yang tidak
memutus mekanisme reproduksi kemiskinan, dan berisiko melanggengkan ketergantungan (dependency
trap) bagi mustahik. Jurnal ini menegaskan bahwa tanpa reformasi manajerial radikal, peningkatan
akuntabilitas, transparansi, dan strategi pemanfaatan aset wakaf secara produktif, kedua instrumen akan
tetap jauh dari potensi redistributifnya. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada reformasi pengelolaan,
integrasi data, dan model investasi sosio-ekonomi untuk mencapai dampak yang lebih substantif. Penelitian
juga mendorong koordinasi lintas-sektor, penguatan kapasitas pengelola, mekanisme monitoring-evaluasi
berbasis bukti, dan pembaruan kerangka hukum sebagai prasyarat untuk mengaktualisasikan potensi
distributif zakat dan wakaf serta kebijakan fiskal yang pro-inklusif nasional.

Kata Kunci: Zakat; Wakaf Produktif; Kemiskinan Struktural; Inefisiensi Lembaga; Santri

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen kunci dalam ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan
kemiskinan, terdiri atas zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri, dan zakat mal yang dikenakan
atas aset produktif apabila mencapai nisab [1]. Wakaf melengkapi peran redistributif ini dengan pendekatan
yang berbeda, yang mana bersifat sukarela dan fokus pada pelestarian aset untuk manfaat jangka panjang,
seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial [2]. Kedua instrumen ini
secara teori menawarkan mekanisme redistributif yang saling melengkapi antara transfer periodik (zakat)
dan investasi aset jangka panjang (wakaf) [3].

Kemiskinan dalam kajian ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar,
sebagaimana diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui garis kemiskinan [4]. Sebab-sebab
kemiskinan dipandang multi-dimensi. Untuk tujuan analisis dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu
faktor struktural, yakni ketimpangan sistemik dalam distribusi sumber daya yang dikaitkan dengan teori
ketergantungan (dependency) oleh Andre Gunder Frank [5], dan faktor kultural berupa pola pikir yang
melihat kemiskinan sebagai takdir, sebagaimana dirujuk dalam teori budaya kemiskinan (culture of
poverty) oleh Oscar Lewis [6]. Pendekatan ini memungkinkan kombinasi analisis ekonomi makro dan
sosiologi pembangunan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi zakat dan wakaf.

Secara teologis, Islam menolak akumulasi kekayaan yang hanya berputar di antara kalangan kaya. Hal ini
ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu...”, yang berfungsi sebagai mandat normatif untuk redistribusi kekayaan [7]. Namun,
mandat teologis dan potensi normatif tersebut tampak tidak sepenuhnya terealisasi dalam praktik
pengelolaan zakat dan wakaf di wilayah studi [8], [9], [10], [11]. Kesenjangan antara norma religius dan
praktik pengelolaan menjadi fokus kritik terhadap kapasitas kedua instrumen ini untuk menghasilkan
dampak distributif yang signifikan.

Pengamatan empiris menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan dalam realisasi potensi zakat. Di
Indonesia, misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memproyeksikan potensi zakat mencapai
sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan nasional pada 2023 hanya sebesar Rp32,32
triliun, yakni sekitar 9,8% dari potensi tersebut [12], [13]. Pola serupa ditemukan di Malaysia, di mana
meskipun terdapat peningkatan nominal pengumpulan zakat, tingkat kemiskinan menunjukkan daya tahan
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yang tinggi, terutama pada periode pascapandemi [11], [14], [15], [16], sehingga memunculkan pertanyaan
mengenai efektivitas dampak makro instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan problem framing tersebut, artikel ini bertujuan membedah secara kritis faktor-faktor penyebab
kegagalan zakat dan wakaf dalam menghasilkan dampak pengentasan kemiskinan yang substantif di
Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yang digunakan menggabungkan Systematic Literature Review (SLR)
dengan analisis data statistik terbaru untuk menelaah kesenjangan antara potensi teoretis dan realisasi
aktual, serta menilai hambatan kelembagaan, manajerial, dan budaya yang menghalangi optimalisasi peran
kedua instrumen tersebut.

Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa inefisiensi kelembagaan, pola distribusi yang konsumtif,
dan stagnasi aset wakaf merupakan penghalang struktural utama yang membuat zakat dan wakaf belum
menjadi solusi transformatif bagi kemiskinan di kedua negara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan Systematic Literature Review (SLR)
yang dipandu protokol pencarian terstruktur [17], [18], dipadukan analisis data sekunder dari LPZN
BAZNAS (2023-2024), statistik JAWHAR Malaysia, serta putusan dan literatur terkait wakaf. Analisis
meliputi perbandingan temuan literatur dan pemeriksaan kualitatif putusan untuk mengidentifikasi
hambatan kelembagaan, sementara efisiensi pengelolaan diukur kuantitatif melalui rasio Allocation-to-
Collection (ACR) [19]. Dampak distribusi zakat terhadap pola konsumsi mustahik dievaluasi menggunakan
model fungsi konsumsi Keynesian sederhana (estimasi regresi) dengan kontrol variabel sosiodemografis,
dan semua temuan ditrianggulasi untuk meningkatkan validitas [20].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegagalan Mobilisasi Potensi: Ironi Angka 10%

Diskursus publik mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan cenderung bertumpu pada besaran
potensi teoretis, bukan pada tingkat realisasi aktual [21], [22]. Di Indonesia, kondisi ini melahirkan apa
yang dapat disebut sebagai ironi zakat, yakni kesenjangan tajam antara potensi zakat nasional yang
diproyeksikan mencapai Rp327 triliun per tahun dan realisasi pengumpulan yang jauh lebih rendah [13].
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan sumber daya,
melainkan pada lemahnya mobilisasi akibat rendahnya literasi zakat, keterbatasan sistem penghimpunan,
dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kasus paradoks Aceh. Sebagai provinsi dengan penerapan regulasi
syariat Islam yang relatif paling komprehensif di Indonesia, Aceh memiliki potensi zakat sekitar Rpl,4
triliun per tahun. Namun, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi pengumpulan zakat hanya mencapai
sekitar 1,45% dari potensi tersebut. Dampaknya, Aceh tetap bertahan sebagai salah satu provinsi dengan
tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera [23]. Temuan ini menegaskan bahwa identitas keagamaan dan
kekuatan regulasi tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan zakat apabila tidak
ditopang oleh tata kelola dan manajemen yang profesional.

Secara makro, kontribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan nasional juga menunjukkan keterbatasan
yang signifikan. Data tahun 2021 mencatat bahwa zakat hanya berkontribusi sekitar 1,44% terhadap upaya
pengentasan kemiskinan [24], dan meskipun meningkat menjadi 2,28% pada Maret 2024, angka ini masih
tergolong rendah [25]. Dalam perspektif ekonomi makro, kontribusi tersebut belum cukup signifikan untuk
menggeser garis kemiskinan yang bersifat struktural dan sistemik, terutama di tengah ketimpangan
distribusi pendapatan yang masih tinggi [26].

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa masalah utama zakat bukan pada legitimasi normatif maupun
besaran potensi, melainkan pada kegagalan sistemik dalam proses mobilisasi dan penyaluran. Tanpa
reformasi serius dalam aspek kelembagaan, transparansi, dan strategi penghimpunan, zakat berisiko hanya
menjadi simbol moral-religius tanpa daya dorong ekonomi yang berarti dalam mengatasi kemiskinan
struktural.

3.2 Analisis Inefisiensi Lembaga: Rumus ACR dan Dana Mengendap

Dekonstruksi Efektivitas Zakat dan Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan
Malaysia: Sebuah Tinjauan Kritis dan Analisis Struktural (Muhammad Roihan Qowima)
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Keberhasilan lembaga zakat lebih tepat diukur dari proporsi dana yang disalurkan secara efektif, bukan
sekadar besaran penghimpunan. Untuk itu kami menggunakan rumus Allocation to Collection Ratio (ACR):

: Dana yang Disalurkan
ACR = = x 100%
Dana yang Dihimpun

Interpretasi praktisnya adalah, apabila ACR < 60% maka lembaga dianggap kurang efektif karena proporsi
penyaluran relatif kecil dibandingkan penghimpunan [19].

Nilai ACR yang rendah umumnya mencerminkan dua masalah utama, yaitu dana mengendap terlalu lama
di rekening (idle fund) sehingga tidak memberikan manfaat produktif bagi mustahik, dan porsi besar dana
terserap untuk biaya operasional amil, seperti gaji, iklan, dan biaya kantor yang pada beberapa lembaga
mencapai 20-25% dari total penghimpunan. Kondisi ini menurunkan leverage redistributif zakat dan
mengurangi efektivitas instrumen dalam jangka makro [27].

Kasus di Malaysia menggambarkan implikasi praktis dari inefisiensi semacam ini: terdapat laporan surplus
dana zakat yang tidak tersalurkan hingga melebihi RM50 juta [28]. Kekurangan akuntabilitas semacam itu
memicu skeptisisme muzaki dan menurunkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakat lewat lembaga
resmi [29], sehingga memperburuk masalah mobilisasi potensi dan menegaskan perlunya peningkatan
transparansi serta manajemen likuiditas sesuai prinsip ACR.

3.3 “Dependency Trap”: Zakat sebagai Penghambat Kemandirian

Beberapa pihak membela zakat konsumtif sebagai bentuk bantuan darurat yang sah dan perlu, namun dari
sudut pandang ekonomi bantuan semacam ini berisiko melanggengkan kemiskinan melalui mekanisme
dependency trap [30]. Hal ini dapat dirumuskan secara sederhana dengan fungsi konsumsi:

Ch=a+b(Yy, +2)

Di mana:

L, = Konsumsi Mustahik

Y = Pendapatan Disposabel Mustahik (sebelum zakat)
Z =Konsumsi Zakat

a =Komponen Konsumsi Otonom

b = Marginal Propensity to Consume (MPC).

Untuk kelompok miskin, nilai & (MPC) cenderung mendekati 1, yang berarti setiap tambahan rupiah
(termasuk Z) pada dasarnya akan langsung dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya tidak ada
akumulasi tabungan atau modal kerja yang membentuk dasar bagi aktivitas produktif [31]. Bantuan
menjadi aliran konsumsi sementara tanpa efek modalisasi jangka panjang. Dalam kerangka ini, kinerja
zakat yang dominan bersifat konsumtif memberikan dampak jangka pendek tetapi sangat terbatas dalam
mengubah status ekonomi mustahik [32].

Oleh karena itu, tanpa skema zakat yang terintegrasi dengan program produktif berskala, misalnya modal
kerja mikro, pelatihan kewirausahaan, wakaf produktif yang terkelola, instrumen zakat berisiko berfungsi
sebagai “obat penenang” sosial yang menstabilkan kondisi kemiskinan alih-alih mendorong mobilitas
ekonomi. Temuan ini menekankan perlunya reorientasi proporsi penyaluran dari konsumsi murni menuju
investasi manusia dan aset produktif untuk memutus siklus ketergantungan.

3.4 Stagnasi Wakaf Produktif: Fenomena “Tanah Tidur”

Wakaf di Indonesia dan Malaysia mengalami krisis produktivitas yang serius. Data menunjukkan sekitar
77% aset wakaf di Indonesia tergolong non-produktif seperti makam dan masjid, sehingga tidak
memberikan kontribusi ekonomi yang berarti. Kondisi ini mencerminkan gagalnya transformasi aset wakaf
menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan, fenomena yang sering disebut sebagai “tanah tidur”, akibat
kombinasi kelemahan legal, manajerial, dan keterbatasan modal untuk pengembangan [33].

Salah satu aspek problematik adalah legalitas lahan wakaf. Banyak tanah wakaf di pedesaan hanya berdasar
ikrar lisan atau dokumen administratif lemah, sehingga rentan terhadap sengketa dan pengambilalihan oleh
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pihak ketiga. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri No. 425/Pdt.G/2019 PA Kdr menggambarkan
konsekuensi praktisnya: lahan wakaf yang tidak memiliki kepastian sertifikat akhirnya terbengkalai dan
dikuasai pihak lain, menunjukkan perlunya penguatan status hukum dan administrasi pendaftaran wakaf
[34].

Di Malaysia, problem berbeda tetapi berujung pada hasil serupa, yaitu sentralisasi pengelolaan wakaf pada
satu nadzir (pemerintah) menciptakan birokrasi yang kaku dan keterbatasan fleksibilitas pengelolaan.
Akibatnya hanya sekitar 50% aset wakaf yang mampu dimaksimalkan, sementara sisanya stagnan karena
keterbatasan modal dan kapasitas pembangunan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi ganda, legal-
formal untuk memperjelas status kepemilikan dan hak wakaf, serta inovasi tata kelola, misalnya
diversifikasi nadzir, kemitraan publik-swasta, dan model pembiayaan produktif, agar aset wakaf dapat
diaktifkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang nyata [35].

Tabel 1. Indikator Hambatan Pengelolaan Zakat
Indikator Masalah Dampak Nyata di Lapangan

Literasi Rendah Masyarakat hanya tahu zakat fitrah, bukan zakat perusahaan.

Nadzir Tradisional Pengelola tidak memiliki keahlian bisnis untuk memutar modal.
Fragmentasi Data Terjadi duplikasi penerima bantuan (satu orang dapat dari banyak lembaga).
Regulasi Lemah Zakat di Indonesia belum menjadi pengurang pajak langsung (tax credit).

Permasalahan legal, manajerial, dan data tersebut secara kumulatif menjelaskan mengapa sebagian besar
aset wakaf tetap menjadi “tanah tidur” dan gagal berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Oleh
karena itu diperlukan reformasi terpadu yang meliputi penguatan legalitas pendaftaran wakaf, integrasi
basis data nasional, peningkatan kapasitas nadzir, dan mekanisme pembiayaan produktif agar wakaf
berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang nyata.

3.5 Peran dan Solusi bagi Santri
Sebagai garda terdepan pendidikan Islam, santri memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan
praktik pengelolaan ZISWAF yang inefisien ini [36]:

a. Profesionalisme nadzir pesantren: Santri harus didorong menguasai keterampilan manajerial dan
akuntansi syariah, sehingga pesantren mampu mengelola aset wakaf secara komersial (wakaf produktif),
bukan membiarkan lahan terlantar, misalnya membangun unit usaha mandiri yang hasilnya
diprioritaskan untuk beasiswa santri dhuafa.

b. Audit sosial dan akuntabilitas: Santri dapat berperan sebagai pengawas independen di tingkat lokal;
dengan penguasaan prinsip asnaf sebagaimana dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan figh muamalah,
mereka dapat memastikan dana ZISWAF dikelola sesuai tujuan syariah dan tidak terserap semata untuk
birokrasi.

c. Digitalisasi pelaporan: Generasi santri milenial sebaiknya menjadi pelopor penerapan teknologi
pelaporan ZISWAF yang real-time dan mudah diakses publik untuk meningkatkan transparansi dan
memulihkan kepercayaan muzaki.

Peran santri tidak sekadar normatif tetapi strategis, mereka dapat menjadi motor perubahan tata kelola
ZISWAF melalui peningkatan kapasitas, pengawasan moral-teknis, dan inovasi digital. Keterlibatan aktif
santri akan memperkuat legitimasi sosial pengelolaan zakat dan wakaf serta membuka ruang bagi
transformasi aset menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi komunitas pesantren dan masyarakat
luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat dan wakaf di Indonesia dan Malaysia hingga saat ini belum dapat diposisikan sebagai solusi
komprehensif pengentasan kemiskinan, karena masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan
realisasi, inefisiensi manajerial, serta pola distribusi yang cenderung memanjakan mustahik dan berisiko
melanggengkan ketergantungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan ZISWAF
memerlukan dekonstruksi menyeluruh, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun orientasi program.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah tegas dengan menetapkan zakat sebagai pengurang tax
credit guna meningkatkan kepatuhan dan partisipasi muzaki, khususnya dari sektor korporasi. Pada saat
yang sama, lembaga zakat harus melakukan reorientasi portofolio dengan mengalokasikan sekurang-
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kurangnya 70% dana ke program zakat produktif yang disertai pendampingan bisnis secara ketat oleh
tenaga profesional, termasuk melibatkan alumni santri, agar zakat dan wakaf benar-benar berfungsi sebagai
instrumen transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
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